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Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan.
Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan
penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat
penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan
langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat
melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelgjari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat
kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan lgju inflasi, variabel
tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun.
Sumberdata yang digunakan adal ah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002
menggunakan 26 propinsi sebagal unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan
model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan
dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis
dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisisinferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu
membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.

Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel | pengaruh pendapatan
perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsanon
pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun
1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel |1 pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat
kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran
(InTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel 11
pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan
variabel usia harapan hidup (INED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).

Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan
(InPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002
dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi
dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propins Papua dan
diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikas propinsi yang berpendapatan
rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini lebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini
meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.
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Berdasarkan klasifikas ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan
tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat
dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan
pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan
dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada
propinsi ini.

Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah
berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi
kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada
pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan
pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi
dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.

Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan
klasifikas ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (Iabor intensive) sehingga masyarakat
pada klasifikas ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect
(menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan.
Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan
sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat
kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar.



